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ABSTRAK 
Ryan David Pasorong (B 111 09 394), Tinjauan Viktimologis 
Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Kartu ATM (dibimbing oleh 
Syamsuddin Muchtar selaku Pembimbing I dan Kaisaruddin 
Kamaruddin selaku Pembimbing II ) 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan korban terhadap 
kejahatan penyalahgunaan kartu ATM dan upaya-upaya yang telah 
dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi adanya korban 
kejahatan penyalahgunaan kartu kartu ATM di wilayah hukum Polsek 
Makassar. 
 Penelitian dilaksanakan di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar 
dan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk KC Makassar, dengan 
cara mengumpulkan serta mengolah data-data yang berhasil diperoleh 
dari instansi terkait dan dengan memberikan kuisioner kepada 
narasumber yang berkompeten. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan korban terhadap 
kejahatan penyalahgunaan kartu ATM di wilayah hukum Kepolisian Resort 
Kota Besar Makassar yaitu sifat korban yang bersikap  gemar 
menunjukkan bahwa korban menggunakan kartu ATM dan korban 
bertindak lalai terhadap ATM miliknya dan juga karena korban tidak 
menjaga kerahasiaan PIN miliknya. Upaya – upaya yang telah dilakukan 
oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi adanya korban kejahatan 
penyalahgunaan kartu ATM di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota 
Besar Makassar berupa upaya Pre-Emtif yang dilakukan dengan 
mengadakan penyuluhan – penyuluhan kepada masyarakat, upaya 
Preventif berupa tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif dan upaya Represif 
berupa penerapan sanksi kepada pelaku kejahatan penyalahgunaan kartu 
ATM. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Bahwa manusia dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa akal budi 
dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan 
yang baik dan yang buruk yang akan membimbing dan mengarahkan 
sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya. Dengan akal budi dan 
nuraninya itu, maka manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan 
sendiri perilaku atau perbuatannya. 
Manusia sebagai makhluk sosial sepanjang sejarahnya akan 
senantiasa mengadakan interaksi-interaksi sosial dengan sesamanya dan 
dengan terjadinya interaksi ini, maka tumbuh dan terciptalah bebrapa 
bentuk pola perilaku manusia didalam masyarakat. 
Pola perilaku tersebut tentunya ada yang selaras dan ada pula 
yang menyimpang dari norma-norma atau kaedah-kaedah yang telah 
disepakati dan ditetapkan sebagai pedoman pergaulan hidup. 
Masalah korban kejahatan menimbulkan berbagai permasalahan 
dalam masyarakat pada umumnya dan pada korban/pihak korban 
kejahatan pada khususnya (orang dewasa, anak). Belum adanya 
perhatian dan pelayanan terhadap korban kejahatan suatu masyarakat 
merupakan tanda belum atau kurang adanya keadilan dan 
pengembangan kesejahteraan dalam masyarakat tersebut. Ini berarti juga 
bahwa citra mengenai sesama manusia dalam masyarakat tersebut 
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maasih belum memuaskan dan perlu disempurnakan deni pembangunan 
manusia seutuhnya. 
Dalam rangka pelaksanaannya yang mantap diperlukan adanya 
dasar-dasar pemikiran yang mendukung pelayanan terhadap korban 
kejahatan. Maka adalah mutlak kita untuk juga memahami dan 
mengembangkan viktimologi yang dapat memberikan dasar pemikiran 
untuk dapat memahami masalah penimbulan korban kejahatan serta 
penanggulangan permasalahannya secara rasional,bertanggungjawab 
dan bermanfaat. 
Berbicara tentang korban adalah pihak yang mengalami kerugian 
baik materil maupun immaterial, jasmaniah ataupun rohaniah sebagai 
akibat suatu tindakan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain demi 
suatu kepentingan yang bertentangan dengan hukum. Korban tidaklah 
hanya merupakan sebab dan dasar proses terjadinya kejahatan tetapi 
memainkan peranan penting dalam mencari kebenaran materil yang 
dikehendaki hukum pidana materil. Korban juga merupakan elemen 
penting dalam berlangsungnya suatu pembuktian hukum sebagai saksi 
korban atau pelapor.  
Kejahatan yang ada dalam masyarakat terdiri atas berbagai bentuk 
dan jenis, hal ini secara tegas diatur dalam Buku Kedua (Kejahatan) Kitab 
Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Salah satu bentuk kejahatan 
yang lahir akibat kesenjangan strata sosial adalah terhadap harta benda. 
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Ada relatifitas yang akhirnya harus disadari bahwa tidak semua 
individu dapat mencegah dirinya dijadikan korban kejahatan, dan bentuk 
pencegahannya pun masih harus dipertanyakan misalkan pada tindak 
kejahatan dimana para pengguna kartu Automatic Teller Machine (ATM) 
yang menjadi korbannya. Menigkatkan usaha pencegahan mungkin bisa 
dilakukan dengan menggunakan kode Personal Identification Number 
(PIN)  yang sulit pada kartu Automatic Teller Machine (ATM) pengguna, 
namun dengan usaha seperti itupun belum menjamin 100% terhadap  
keamanan perbankan bagi pemilik kartu Automatic Teller Machine (ATM)  
tersebut.  
Di zaman era Globalisasi ini, banyak teknologi informasi maupun 
teknologi komunikasi yang semakin terkemuka hampir banyak teknologi 
maupun alat dan elektronik yang tiap saat bermunculan dan berganti 
model (type). Kita ketahui berbagai macam barang-barang teknologi 
seperti Handphone (HP), Laptop, Internet dan lain sebagainya. Apalagi 
dalam kehidupan yang serba canggih sekarang ini, kita telah mengenal 
Automatic Teller Machine (ATM). 
Dengan adanya teknologi Automatic Teller Machine (ATM) semakin 
mempermudah nasabah suatu Bank dalam hal penarikan uang tunai  
yang tidak memakan banyak waktu dalam proses penarikannya. Namun 
semakin tingginya perputaran uang lewat Automatic Teller Machine (ATM) 
tanpa disadari dalam kehidupan sehari-hari muncul juga berbagai 
kejahatan. 
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Ronny Gosita (2004:1) Salah satu titik kelemahan Automatic Teller 
Machine (ATM) yang menjadi sasaran kejahatan adalah dengan modus 
pencurian Personal Identification Number (PIN) atau memanipulasi kartu 
Automatic Teller Machine (ATM) si nasabah. Sebut saja contoh kasus 
pembobolan bank di Indonesia melalui Automatic Teller Machine (ATM), 
yakni seperti pada kasus Bank CIMB Niaga. Kasus pembobolan ini telah 
menjadi buah bibir dan pembicaraan hangat diberbagai media massa 
pada saat itu. Dan ini adalah salah satu bentuk kejahatan teknologi, yang 
dapat disebut cybercrime. Terkadang hal semacam ini sangat sulit untuk 
diungkapkan karena dilakukan oleh pelaku kejahatan yang memiliki 
pengetahuan teknologi yang cukup tinggi, dengan pengetahuan teknologi 
yang dimiliki oleh pelaku tersebut maka kemungkinan besar pelaku 
kejahatan cybercrime dapat melihat nomor Personal Identification Number 
(PIN) nasabah. 
Kejahatan seperti ini dapat dikategorikan sebagai tindakan 
pencurian / penipuan yang terdapat dalam KUHP dan UU No. 11 Tahun 
2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik yang untuk selanjutnya di 
sebut UU ITE. Siapapun penduduk baik di kota maupun di desa yang 
telah memiliki Automatic Teller Machine (ATM) apalagi dikota besar di 
dalam dompetnya pasti terdapat setidaknya  sebuah kartu plastik berpita 
magnet yang sering sering disebut kartu Automatic Teller Machine (ATM). 
Belakangan ini telah terjadi beberapa kasus pembobolan Automatic 
Teller Machine (ATM) yang menimpah banyak nasabah bank terkemuka, 
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sehingga menimbulkan banyak kerugian yang dapat mencapai nilai 
miliaran rupiah. Pihak kepolisian mensinyalir, pembobolan dana nasabah 
lewat Automatic Teller Machine (ATM). 
Berkaitan dengan hal tersebut, selanjutnya peneliti mencoba 
menelusuri dan mengkaji mengenai cybercrime, khususnya kasus 
pembobolan mesin Automatic Teller Machine (ATM) bank dalam tinjauan 
hukum cybercrime. 
Contoh kasus yang ada di Jakarta dan di Bali kembali dilaporkan 
bahwa seorang nasabah kehilangan uang dalam rekening Automatic 
Teller Machine (ATM) mereka, akibat penarikan lewat mesin Automatic 
Teller Machine (ATM) yang ada di Bali. Polisi telah menyelidiki 
kemungkinan keterlibatan orang dalam dari bank-bank yang menjadi 
sasaran pembobolan Automatic Teller Machine (ATM). Menurut laporan 
laporan Polda Bali, aksi pembobolan Automatic Teller Machine (ATM) 
terjadi pada BCA, Bank Mandiri, BNI, BRI dan Bank Permata. Sementara 
menurut data Bank Indonesia (BI), rekening yang dibobol lewat 13 
Automatic Teller Machine (ATM) terutama berlokasi di Bali dalam waktu 
yang hampir bersamaan bahkan mencapai 236 rekening. Terkait dengan 
munculnya sejumlah laporan yang menghubungkan kejahatan ini dengan 
keterlibatan sindikat asing, kepolisian menyatakan masih terus 
menyelidiki. 
Kejahatan di dunia maya (cyber) dewasa ini tingkat kerawanannya 
dan kerugiannya sudah melebihi dunia nyata, bila seorang perampok bank 
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paling tinggi merampas uang senilai puluhan atau ratusan juta rupiah 
maka pencuri online bisa menjarah jutaan bahkan miliaran dollar dalam 
waktu singkat secara cepat. Kepala Interpol memeprediksikan bahwa 
kejahatan dunia maya (cyber) akan muncul sebagai ancaman kriminal 
terbesar bagi Asia, dan masalah-masalah yang ada sekarang 
menunjukkan kecenderungan terus memburuk dan semakin liar. Pada 
dunia kejahatan modern, pencurian bukan lagi hanya berupa pengambilan 
barang / material yang berwujud saja, tetapi juga termasuk pengambilan 
data secara tidak sah. 
Kejahatan dalam dunia maya (cyberspace) menghadirkan berbagai 
persoalan baru dan berat dengan skala internasional dan sangat 
kompleks dalam upaya pemberdayaan hukum agar bisa menanganinya. 
Kejahatan-kejahatan ekonomi termasuk kartu Automatic Teller Machine 
(ATM) dan pencurian uang merupakan masalah kedua yang sangat 
mengkhawatirkan bagi dunia perbankan, khususnya yang dilakukan Asia. 
Dengan berbagai harapan berupa penyelundupan manusia, obat bius, 
terorisme, pencurian uang lewat kartu Automatic Teller Machine (ATM) 
maupun internet, penemuan kasus suap dan korupsi hampir setiap hari 
terungkap menghiasi media-media massa di Asia, bangsa-bangsa Asia 
perlu sering bekerjasama dengan penuh komitmen untuk menghadapi 
segala bentuk kejahatan lama maupun baru dibidang ekonomi perbankan 
yang semakin kronis ini. 
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Selain daripada contoh kasus pembobolan mesin Automatic Teller 
Machine (ATM) yang ada di Jakarta dan Bali tak ketinggalan juga ada 
beberapa kasus pembobolan mesin Automatic Teller Machine (ATM) yang 
dilakukan oleh pihak ketiga salah satunya adalah pembobolan mesin 
Automatic Teller Machine (ATM) Bank BNI Cabang Pemuda Surabaya 
dalam hal ini pelaku menggunakan alat semprot kebagian Closed Circuit 
Television (CCTV) dan pelaku tersebut memakai topi untuk menutupi 
dirinya. Nasabah yang melaporkan kejadian ini bernama Ni Wayan Sami 
Ernawati kerugian sebesar 151 juta. Modus operandinya dilakukan 
dengan cara memindahkan uang nasabah ke nomor rekekning orang 
yang berbeda-beda tempat atau yang berada diluar kota. 
Jadi pembobolan bank yang dilakukan oleh pihak ketiga seringkali 
mengandung unsur kejahatan. Belajar dari kenyataan-kenyataan yang 
terjadi dimasyarakat, maka saya terdorong untuk melakukan penelitian 
terhadap “Tinjauan Viktimologis Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan  
Kartu ATM (Automatic Teller Machine)’’. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan 
sebelumnya, maka yang menjadi permasalahan dalam rumusan ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah peranan korban terhadap terjadinya kejahatan pada 
pengguna kartu Automatic Teller Machine (ATM) ? 
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2. Bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap adanya korban 
kejahatan pengguna kartu Automatic Teller Machine (ATM) ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Dalam penelitian ini tujuan yang hendak dicapai yaitu : 
1. Untuk mengetahui peranan korban terhadap terjadinya kejahatan 
pada pengguna kartu Automatic Teller Machine (ATM). 
2. Untuk mengetahui penanggulangan terhadap adanya korban 
kejahatan pengguna kartu Automatic Teller Machine (ATM). 
 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat teoritis 
Secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran 
bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pengetahuan 
hukum khususnya hukum pidana. Dan dapat dijadikan sebagai 
referensi bagi para akademisi yang berminat pada masalah-
masalah hukum pidana. 
2. Manfaat Praktis 
Memberikan masukan kepada masyarakat dan aparat penegak 
hukum dalam upaya melakukan tindakan preventif terhadap 
pengguna kartu Automatic Teller Machine (ATM) sebagai korban 
kejahatan. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Viktimologi 
1. Pengertian Viktimologi 
Viktimologi berasal dari bahasa latin vicitima yang berarti korban 
dan logos yang berarti ilmu. Secara terminologis, viktimologi adalah 
suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya 
korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan 
masalah manusia suatu kenyataan sosial. (Rena Yulia, 2010:43) 
Viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah/studi yang 
mempelajari suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan 
manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Perumusan ini 
membawa akibat perlunya suatu pemahaman, yaitu : 
a. Sebagai suatu permasalahan manusia menurut proporsi yang 
sebenarnya secara dimensional. 
b. Sebagai suatu hasil interaksi akibat adanya interelasi antara 
fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. 
c. Sebagai tindakan seseorang (individu) yang dipengaruhi oleh 
unsur struktur sosial tertentu suatu masyarakat tertentu.. 
Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban 
kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan 
penderitaan-penderitaan mental, fisik, dan sosial. Tujuannya adalah 
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tidak untuk menyanjung-nyanjung para korban, tetapi hanya untuk 
memberi penjelasan mengenai peranan sesungguhnya para korban 
dan hubungan mereka dengan para korban. Penjelasannya ini adalah 
penting dalam rangka mengusahakan kegiatan-kegiatan dalam 
mencegah kejahatan berbagai viktimisasi, mempetahankan keadilan 
sosial dan peningkatan kesejahteraan mereka yang secara langsung 
atau tidak langsung terlibat dalam suatu viktimisasi. Khususnya, dalam 
bidang informasi dan pembinaan untuk tidak menjadi korban 
kejahatan struktural atau non struktural.  
Perkembangan viktimologi hingga pada keadaan seperti sekarang 
tentunya tidak terjadi dengan sendirinya, namun telah mengalami 
berbagai perkembangan yang dapat dibagi dalam tiga fase : 
Pada tahap pertama, viktimologi hanya mempelajari korban 
kejahatan saja, pada fase ini dikatakan sebagai “penal or special 
viktimology”. Sementara itu, pada fase kedua, viktimologi tidak hanya 
mengkaji masalah korban kejahatan, tetapi meliputi korban 
kecelakaan, pada fase ini disebut sebagai “general viktimology”. Fase 
ketiga, viktimologi sudah berkembang lebih luas lagi, yaitu mengkaji 
permasalahan korban karena penyalahgunaan kekuasaan dan hak-
hak asasi manusia, pada fase ini dikatakan sebagai “new viktimology”. 
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2. Ruang Lingkup Viktimologi  
Viktimologi yang pada hakikatnya merupakan pelengkap atau 
penyempurnaan dari teori-teori etimologi kriminal yang ada, berusaha 
menjelaskan mengenai masalah terjadinya berbagai kejahatan atau 
penimbulan korban kejahatan menurut proporsi yang sebenarnya 
secara dimensional dan bertujuan memberikan dasar pemikiran guna 
mengurangi dan mencegah penderitan dan kepedihan di dunia ini. 
Antara lain : ingin dicegah pelaksanaan politik kriminal yang dapat 
menimbulkan berbagai kejahatan atau viktimisasi (penimbulan 
korban) lain lebih lanjut antara yang terlibat dalam terjadinya suatu 
kejahatan demi keadilan dankesejahteraan yang bersangkutan. Jadi, 
jelas viktimologi yang rasional, bertanggungjawab, dan bermanfaat 
dapat merupakan sarana untuk memeperjuangkan hak dan kewajiban 
asasi manusia. 
Menurut J. E. Sahetapy (1995:25) ruang lingkup viktimologi meliputi 
bagaimana seseorang (dapat) menjadi korban yang ditentukan oleh 
suatu victimity yang tidak selalu berhubungan dengan masalah 
kejahatan, termasuk pula korban kecelakaan, dan bencana alam 
selain dari korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan. 
Namun dalam perkembangannya ditahun 1985 Separovic 
mempelopori pemikiran agar viktimologi khusus mengkaji korban 
karena adanya kejahatan penyalahgunaan kekuasaan dan tidak 
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mengkaji korban karena musibah atau bencana alam karena korban 
bencana alam diluar kemauan manusia (out of man’s will). 
Dengan demikian objek studi atau ruang lingkup perhatian 
viktimologi menurut Arief Gosita (2009:239) adalah sebagai berikut : 
a. Berbagai macam viktimisasi 
b. Teori-teori etimologi viktimisasi kriminal. 
c. Cara peserta yang terlibat dalam terjadinya atau eksistensi 
suatu viktimisasi kriminal atau kriminalitas. Seperti para korban, 
pelaku, pengamat, pembuat undang-undang, polisi, jaksa, 
hakim, pengacara, dan sebagainya. 
d. Reaksi terhadap viktimisasi kriminal : argumentasi kegiatan-
kegiatan penyelesaian suatu viktimisasi atau viktimologi usaha-
usaha prevensi, represi, tindak lanjut (ganti kerugian) dan 
pembuatan peraturan hukum yang berkaitan. 
e. Faktor-faktor viktimogen/kriminogen. 
Mengingat pentingnya viktimologi dalam mengusahakan keadilan 
dan kesejahteraan setiap anggota masyarakat dimana saja, maka 
adalah benar apabila kita bersama, mengushakan pelayanan 
perlakuan yang manusiawi terhadap mereka yang terlibat dalam 
viktimisasi. 
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3. Manfaat Viktimologi  
Dengan demikian manfaat yang diperoleh apabila suatu ilmu 
pengetahuan dalam pengembangannya tidak memberikan manfaat, 
baik yang sifatnya praktis maupun teoritis, sia-sialah ilmu 
pengetahuan itu untuk dipelajari dan dikembangkan. Hal yang sama 
akan dirasakan pula pada saat mempelajari viktimologi. Dengan 
dipelajarinya viktimologi, diharapkan akan banyak manfaat yang 
diperoleh. 
   Arief Gosita (2009:330) menguraikan beberapa manfaat yang 
diperoleh dengan mempelajari viktimologi, yaitu sebagai berikut : 
a. Viktimologi mempelajari hakikat siapa itu korban dan yang 
menimbulkan korban, apa artinya viktimisasi dan proses 
viktimisasi bagi mereka yang terlibat dalam proses viktimisasi. 
Akibat pemahaman itu, akan diciptakan pengertian-pengertian, 
etimologi kriminal, dan konsepsi-konsepsi mengenai usaha-
usaha yang preventif, represif, dan tindak lanjut dalam 
menghadapi dan menanggulangi permasalahan viktimisasi 
kriminal di berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. 
b. Viktimologi memberikan sumbangsih dalam mengerti lebih baik 
tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan 
penderitaan fisik, mental dan sosial. Tujuannya tidaklah untuk 
menyanjung korban, tetapi untuk memberikan beberapa 
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penjelasan mengenai kedudukan dan peran korban serta 
hubungannya dengan pihak pelaku serta pihak lain. Kejelasan 
ini sangat penting dalam upaya pencegahan  terhadap berbagai 
macam viktimisasi demi menegakkan keadilan dan 
meningkatkan kesejahteraan mereka yang terlihat langsung 
atau tidak langsung dalam eksistensi suatu viktimisasi. 
c. Viktimologi memberikan keyakinan bahwa setiap individu 
mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui mengenai 
bahaya yang dihaadapinya berkaitan dengan kehidupan dan 
pekrjaan mereka. 
d. Viktimologi juga memperhatikan permasalahan viktimisasi yang 
tidak langsung. Misalnya efek politik pada penduduk dunia 
ketiga akibat penyuapan oleh suatu korporasi internasional, 
akibat soisal pada setiap orang akibat polusi industri, terjadinya 
viktimisasi ekonomi, politik, dan sosial setiap kali seorang 
pejabat menyalahgunakan jabatan dalam pemerintahan untuk 
keuntungan sendiri. 
e.  Viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk masalah 
penyelesaian viktimisasi kriminal, pendapat viktimologi 
dipergunakan dalam keputusan-keputusan peradilan kriminal 
dan reaksi pengadilan terhadap pelaku kriminal. 
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Pada dasarnya manfaat viktimologi berkenaan dengan tiga hal 
utam dalam mempelajari manfaat studi korban, yaitu : 
a. Manfaat yang berkenaan dengan usaha membela hak-hak 
korban dan perlindungan hukum. 
b. Manfaat yang berkenaan dengan penjelasan peran korban 
dalam suatu tindak pidana. 
c. Manfaat yang berkenaan dengan usaha pencegahan 
terjadinya korban. 
Manfaat viktimologi ini dapat memahami kedudukan korban 
sebagai sebab dasar terjadinya kriminalitas dan mencari 
kebenaran. Dalam usaha mencari kebenaran dalam usaha 
mengerti akan permasalahan kejahatan, delikuensi, dan deviasi 
sebagai satu proprorsi yang sebenarnya secara dimensional. 
B. Korban 
1. Pengertian Korban 
Berbagai pengertian korban banyak dikemukakan baik oleh ahli 
maupun bersumber dari konvensi-konvensi internasional yang 
membahas mengenai korban kejahatan (Dikdik dan Elisatris Gultom, 
2006:43). Sebagian diantarannya adalah sebagai berikut : 
a. Arief Gosita 
Menurutnya, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah 
dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari 
pemenuhan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan. 
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b. Ralph de Sola 
Korban (victim) adalah “….person who was injured mental or 
physical suffering, loss of property or death resulting from an 
actual or attemted criminal by another…”. 
 
c. Cohen 
Mengungkapkan bahwa korban (victim) adalah “whose pain and 
suffering have been neglectedby the state while it spends 
immense resources to hunt down and punish the offende who 
responsible for that pain and suffering”. 
 
d. Z. P Zeparovic 
Korban (victim) adalah “… the person who are threatened, 
injured or destroyed an actor or omission of another (mean, 
structure, organization, or institution) and consequently a victim 
would be anyone who has suffered from or been threatened by 
a punishable acts (not only criminal act but also another 
punishable acts as misdemeanors, economic offense, non 
fulfillment of work duties) or an accidents. Suffering may be 
caused by another man or another structure, where people are 
also involved”. 
 
e. Muladi 
Korban (victim)  adalah orang-orang yang baik secara individual 
maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian 
fisik atau mental, emosional ekonomi, gangguan substansial 
terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau 
omisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, 
termasuk penyalahgunaan kekuasaan. 
 
Dengan mengacu pada pengertian-pengertian  korban diatas, 
dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang 
perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat 
dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian/penderitaan 
bagi diri/kelompoknya, bahkan lebih luas lagi termasuk didalamnya 
keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-
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orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasai 
penderitaannya atau untuk mencegah viktimisasi. 
2. Tipologi Korban Kejahatan  
Tipologi kejahatan dimensinya dapat ditinjau dari dua perspektif 
(Lilik Mulyadi, 2003:123), yaitu : 
1. Ditinjau dari pespektif tingkat keterlibatan korban dalam 
terjadinya kejahatan. Melalui kajian perspektif ini, maka Ezzat 
Abdel Fattah menyebutkan beberapa tipologi korban, yaitu : 
a. Nonparticipating victims adalah mereka yang 
menyangkal/menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak 
turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan. 
b. Latent or predisposed victims adalah mereka yang 
mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban 
pelanggaran tertentu. 
c. Provocative victims adalah mereka yang menimbulkan 
kejahatan atau pemicu kejahatan. 
d. Participating victims adalah mereka yang tidak menyadari 
atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya 
sebagai korban. 
e. False victims adalah mereka yang menjadi korban karena 
dirinya sendiri. 
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2. Ditinjau dari perspektif tanggungjawab korban itu sendiri maka 
Stepen Schafer mengemukakan tipologi korban menjadi tujuh 
bentuk, yaitu : 
a. Unrelated victims adalah mereka yang tidak ada 
hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena 
memang potensial. Untuk itu, dari aspek tanggungjawab 
sepenuhnya berada di pihak korban. 
b. Proactive victims merupakan korban yang disebabkan 
peranana korban untuk memicu terjadinya kejahatan. 
Karena itu, dari aspek tanggunjawab terletak pada diri 
korban dan pelaku secara bersama-sama. 
c. Participating victims hakikatnya perbuatan korban tidak 
disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. 
Misalnya, mengambil uang di bank dalam jumlah besar 
tanpa adanya pengawalan, kemudian disimpan dalam tas 
plastik sehingga mendorong orang untuk merampasnya. 
Aspek ini pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada 
pelaku. 
d. Biologically weak victim adalah kejahatan disebabkan 
adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, 
dan manusia lanjut usia (manula) merupakan potensial 
korban kejahatan. Ditinjau dari pertanggungjawabannya 
terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat 
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karena tidak dapat member perlindungan kepada korban 
yang tidak berdaya. 
e. Socially weak victims adalah korban yang tidak 
diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti 
gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah. 
Untuk itu, pertanggungjawabannya secara penuh terletak 
pada penjahat atau masyarakat. 
f. Self victimizing victims adalah korban kejahatan yang 
dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa 
korban. Untuk itu pertanggungjawabannya sepenuhnya 
terletak pada korban sekaligus sebagai pelaku kejahatan. 
g. Political victims adalah korban karena lawan politiknya. 
Secara sosiologis, korban ini tidak dapat 
dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan 
konstelasi politik. 
3. Selain pengelompokan diatas, masih ada pengelompokan 
korban menurut Sellin dan Wolfgang (Dikdik dan Elisatris 
Gulom, 2006:49), yaitu : 
a. Primary victimization, yaitu korban berupa individu 
perorangan (bukan kelompok). 
b. Secondary victimization, yaitu korban kelompok, misalnya 
badan hukum. 
c. Tertiary victimization, yaitu korban masyarakat luas. 
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d. No victimization, yaitu korban yang tidak dapat diketahui, 
misalnya konsumen yang tertipu  dalam menggunakan 
produksi. 
C. Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Tindak pidana (delik) berasal dari istilah yang dikenal dalam 
hukum pidana Belanda yaitu Strabarr feit. Karena istilah ini 
terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga dalam 
WvS Hindia Belanda (KUHP). Tetapi tidak ada penjelasan resmi 
mengenai apa yang dimaksud Strabarr feit itu. Oleh karena itu, 
para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari 
istilah itu. 
Menurut  Adami Chazawi (2008:67), menerangkan bahwa di 
Indonesia sendiri ada beberapa istilah yang sering digunakan 
sebagai terjemahan dari istilah Strabarr feit (Belanda). Istilah-
istilah yang digunakan, baik dalam perundang-undangan yang 
ada maupun dalam literatur hukum sebagai terjemahan dari 
istilah Strafbarr feit antara lain adalah tindak pidana, peristiwa 
pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang tidak boleh 
dihukum dan yang terakhir adalah perbuatan pidana. 
Strafbarr feit, terdiri dari tiga kata, yaitu Straf,baar dan Feit. 
Dari istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari Strafbarr 
feit itu, ternyata straf diterjemahkan dengan pidana dan hukum. 
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Perkataan baar diterjemahkan dengan dapat dan bole. 
Sementara feit diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, 
pelanggaran, dan perbuatan. 
Secara letterlijk, kata “straf ” artinya pidana “baar” artinya 
dapat atau boleh dan “feit” adalah perbuatan. Sedangkan dalam 
bahasa Belanda “feit” berarti sebagian dari suatu kenyataan dan 
“strafbaar feit” dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu 
kenyataan yang dapat dihukum. 
Adapun istilah yang dipakai Moeljatno dan Roeslan Saleh 
dalam menerjemahkan Strafbaar Feit adalah istilah perbuatan 
pidana. 
Menurut Achmad Ali (2002:251), 
Pengertian tindak pidana (delik) adalah pengertian umum 
tentang semua perbuatan yang melanggar hukum atau 
perundang-undangan dengan tidak membedakan apakah 
pelanggaran itu di bidang hukum privat ataupun hukum 
publik termasuk hukum pidana. 
 
R. Abdoel Djamali (2007:175) 
Peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana (delik) 
ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat 
dikenakan hukum pidana. 
 
Selanjutnya menurut Pompe (Moeljatno, 1997:182), Perkataan 
“Strafbaar Feit” itu secara otomatis dapat dirumuskan sebagai 
“suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang 
dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana 
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penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi 
terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”. 
Rusli Effendy (1991:52) merumuskan istilah peristiwa pidana 
dengan rumusan sebagai berikut : suatu peristiwa pidana adalah 
suatu peristiwa yang dapat dikenakan pidana atau hukum pidana, 
sebab saya memakai kata hukum pidana ialah ada hukum pidana 
tertulis dan ada hukum pidana tidak tertulis (Hukum Pidana Adat). 
2. Unsur-unsur Tindak Pidana  
Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua 
macam unsur, yakni : (1) unsur-unsur subjektif, dan (2) unsur-
unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat 
pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, 
dan termasuk kedalamnya yaitu apa yang ada dalam pikiran dan 
hatinya. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana,yaitu : 
1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus dan culpa). 
2. Maksud atau vornemen pada suatu percobaan atau 
poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 
KUHP. 
3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti, kejahatan-
kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan dan 
pemalsuan. 
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti kejahatan 
pembunuhan  menurut Pasal 340 KUHP. 
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5. Perasaan takut, seperti dalam rumusan tindak pidana 
Pasal 308 KUHP. 
Sedangkan unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada 
hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-
keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus 
dilakukan. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana, yaitu : 
1. Sifat melanggar hukum. 
2. Kualitas dari si pelaku. 
3. Kualitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai 
penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. 
Menurut Moeljatno (1997:94) untuk adanya perbuatan pidana 
harus ada unsur-unsur yang meliputi : 
a. Adanya perbuatan 
b. Yang dilarang (aturan hukum) 
c. Ancaman oidana (bagi yang melanggar) 
Perbuatan manusia saja boleh dilarang, oleh aturan hukum. 
Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok 
pengertian ada pada perbuatan itu, tetapi tidak dipisahkan dengan 
orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan 
bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataan benar-benar 
dipidana. Pengertian diancam pidana merupakan pengertian 
umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana karena 
melakukan tindakan yang bertentangan dengan undang-undang. 
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D. Kejahatan 
1. Teori-teori penyebab kejahatan 
Masalah sebab-sebab kejahatan selalu merupakan 
permasalahan yang sangat menarik. Berbagai teori yang 
menyangkut sebab kejahatan telah diajukan oleh para ahli dari 
berbagai disiplin dan bidang ilmu pengetahuan. Namun, sampai 
dewasa ini masih belum juga ada satu jawaban penyelesaian 
yang memuaskan. 
Meneliti suatu kejahatan harus memahami tingkah laku manusia 
dengan baik dengan pendekatan deskriptif maupun dengan 
pendekatan kausal. Sebenarnya dewasa ini tidak lagi dilakukan 
peneyelidikan sebab musabab kejahatan, karena sampai saat ini 
belum dapat ditentukan faktor penyebab pembawa risiko yang lebih 
besar atau lebih kecil dalam menyebabkan orang tertentu 
melakukan kejahatan, dengan melihat betapa kompleksnya perilaku 
manusia baik individu maupun secara berkelompok. 
Sebagaimana telah dikemukakan, kejahatan merupakan 
permasalahan bagi manusia karena meskipun telah ditetapkan 
sanksi yang berat kejahatan masih saja tetap terjadi. Hal ini 
merupakan permasalahan yang belum dapat bisa dipecahkan 
sampai sekarang. 
Separovic (Weda, 1996:76) mengemukakan, ada dua faktor 
yang menyebabkan terjadinya kejahatan, yaitu : 
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(1) Faktor personal. Termasuk didalamnya faktor biologis 
(umur,jenis kelamin,keadaan mental,dan lain-lain) dan 
psikologis (agresivitas, kecerobohan, dan keterasingan), dan 
(2) Faktor situasional, seperti situasi konflik, faktor tempat dan 
waktu. 
Dalam perkembangan, terdapat beberapa faktor berusaha 
menjelaskan sebab-sebab kejahatan. Dari pemikiran itu, 
berkembanglah aliran atau mazhab-mazhab dalam kriminologi. 
Sebenarnnya menjelaskan sebab-sebab kejahatan sudah dimulai 
sejak abad ke-18. Pada waktu itu, seseorang yang melakukan 
kejahatan di anggap sebagai orang yang telah dirasuki setan. 
Orang-orang pada masa itu berpendapat bahwa tanpa dirasuki 
setan maka seseorang tak akan melakukan kejahatan. Pandangan 
ini kemudiaan ditinggalkan dan muncullah beberapa aliran yaitu 
aliran-aliran klasik, kartografi, dan aliran tipologi berusaha untuk 
menerangkan sebab-sebab kejahatan secara teoritis dan ilmiah. 
Aliran klasik timbul dari Inggris, kemudian menyebar ke Eropa 
dan Amerika. Dengan aliran ini adalah psikologi hedonistik, bagi 
aliran ini setiap perbuatan manusia didasarkan pada pertimbangan 
rasa senang dan tidak senang, setiap orang berhak memilih mana 
yang baik dan mana yang buruk. Perbuatan berdasarkan 
pertimbangan untuk memilih kesenangan atau sebaliknya yaitu 
penderitaan. Dengan demikian,setiap perbuatan yang dilakukan 
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sudah tentu lebih banyak mendatangkan kesenangan dengan 
konsekuensi yang telah dipertimbangkan, walaupun dengna 
pertimbangan perbuatan tersebut lebih banyak mendatangkan 
kesenangan. 
Tokoh utama dari aliran ini adalah Beccaria yang 
mengemukakan bahwa setiap orang yang melanggar telah 
memperhitungkan kesenangan dan rasa sakit yang diperoleh dari 
perbuatan tersebut.  Sementara itu Bentham (Weda, 1996:15) 
menyebutkan bahwa the act which i think will give me most 
pleasure. Dengan demikian, pidana yang berat sekalipun telah 
diperhitungkan sebagai kesenangan yang akan diperoleh. 
Aliran kedua adalah kartograpik, para tokoh aliran ini antara lain 
Quetet dan Queery. Aliran ini dikembangkan di Perancis dan 
menyebar ke Inggris dan Jerman. Aliran ini memperhatikan 
penyebaran kejahatan pada wilayah tertentu berdasarkan faktor 
geografik dan sosial. Aliran ini berpendapat bahwa kejahatan 
merupakan perwujudan dari kondisi-kondisi sosial yang ada. 
Aliran ketiga adalah tipologik. Ada tiga kelompok yang termasuk 
dalam aliran ini,yaitu Lambrossin, Mental tester, dari psikiatrik yang 
mempunyai asumsi bahwa beda antara penjahat dan bukan 
penjahat terletak pada sifat tertentu pada kepribadian yang 
mengakibatkan seseorang tertentu berbuat kejahatan dan 
seseorang lain tadi kecenderungan berbuat kejahatan mungkin 
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diturunkan dari orangtua atau merupakan ekspresi dari sifat-sifat 
kepribadian dan keadaan maupun proses-proses lain yang 
menyebabkan adanya potensi-potensi pada orang tersebut 
(Dirjosisworo, 1983:32). 
Ketiga kelompok tipologi ini berada pada satu dengan yang 
lainnya dalam penentuan ciri khas yang membedakan penjahat dan 
bukan penjahat. Menurut Lambroso kejahatan merupakan bakat 
manusia yang dibawa sejak lahir. Oleh karena dikatakan bahwa 
“criminal is born not made” 
Ada bebrapa proposisi yang dikemukakan oleh Lambroso, yaitu : 
(1) penjahat dilahirkan dan mempunyai tipe yang berbeda-beda, (2) 
tipe ini biasa dikenal dari beberapa ciri tertentu sperti tengkorak 
yang asimetris, rahang bawah yang panjang, hidung yang pesek, 
rambut panjang yang jarang dan tahan terhadap rasa sakit, tanda 
ada bersamaan jenis tipe penjahat, (3) tanda-tanda lahiriah ini 
bukan merupakan penyebab kejahatan tetapi merupakan tanda 
pengenal kepribadian yang cenderung mempunyai perilaku 
kriminal. Ciri-ciri merupakan pembaharuan sejak lahir, (4) karena 
adanya kepribadian ini, maka tidak dapat menghindar dari 
melakukan kejahatan kecuali bila lingkungan dan kesempatan tidak 
memungkinkan, dan (5) penjahat-penjahat seperti pencuri, 
pembunuh, pelanggar seks dapat dibedakan oleh tanda tertentu. 
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Setelah menghilangnya aliran Lambroso, muncullah aliran 
mental tester. Aliran ini dalam metodologinya menggunakan tes 
mental. Menurut Goddart (Weda, 1996:18), setiap penjahat adalah 
orang yang feeble mindedness (orang yang otaknya lemah). Orang 
yang seperti ini tidak dapat pula menilai akibat perbuatannya 
tersebut. Kelemahan otak merupakan pembawaan sejak lahir serta 
penyebab prang melakukan kejahatan. 
Kelompok lain dari aliran tipologi adalah psikiatrik. Aliran ini lebih 
menekankan pada unsur psikologi, yaitu gangguan emosional. 
Gangguan emosional diperoleh dalam interaksi sosial oleh karena 
itu pokok ajaran ini lebih mengacu pada organisasi tertentu 
daripada kepribadian seseorang yang berkembang jauh dan 
terpisah dari pengaruh-pengaruh jahat tetap akan menghasilkan 
kelakuan jahat, tanpa mengingat situasi-situasi sosial. 
Adapun teori penyebab kejahatan dari perspektifsosiologis, 
dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori umum, yaitu : (A. S. 
Alam, 2010:45) 
1. Anomie (ketiadaan norman) atau strain (ketegangan) 
2. Cultural deviance (penyimpangan budaya) 
3. Social control (kontrol sosial) 
Teori anomie dan penyimpangan budaya, memusatkan perhatian 
pada kekuaatan-kekuatan sosial (social forces) yang menyebabkan 
orang melakukan aktivitas kriminal. Teori ini berasumsi bahwa 
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kelas sosial dan tingkah laku kriminal saling berhubungan. Pada 
penganut teori anomie beranggapan bahwa seluruh anggota 
masyarakat mengikuti seperangkat nilai-nilai budaya, yaitu nilai-nilai 
budaya kelas menengah, yaitu adanya anggapan bahwa nilai 
budaya yang terpenting adalah keberhasilan ekonomi. Karena 
orang-orang kelas bawah tidak mempunyai sarana-sarana yang 
sah (legitimate means) untuk mencapai tujuan trersebut, seperti gaji 
tinggi, bidang usaha yang maju, dan lain-lain. Mereka menjadi 
frustasi dan beralih menggunakan sarana-sarana yang tidak sah 
(illegitimate means). 
1. Teori-teori animoe 
a. Emile Durkheim 
Satu cara dalam mempelajari masyarakat adalah dengan 
melihat bagian-bagian komponennya dalam usaha 
mengetahui bagaimana masing-masing berhubungan satu 
sama lain. Dengan kata lain, kita melihat kepada struktur 
dari suatu masyarakat guna melihat bagaimana ia 
berfungsi. 
Menurut Durkheim, penjelasan tentang perbuatan 
manusia tidak terletak pada si individu, tetapi terletak 
pada kelompok dan organisasi sosial. Dalam konteks 
inilah Durkheim memperkenalkan istilah animoe sebagai 
hancurnya keteraturan sosial sebagai akibat hilangnya 
patokan-patokan dan nilai-nilai. 
Animoe dalam teori Durkheim juga dipandang sebagai 
kondisi yang mendorong sifat individualitas 
(memenangkan diri sendiri/egois) yang cenderung 
melepaskan pengendalian sosial. Keadaan ini akan diikuti 
dengan perilaku menyimpang dalam pergaulan 
masyarakat. 
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b. Robert Merton 
Konsepsi Merton mengenai  Animoe agak berbeda 
dengan konsepsi animoe dari Durkheim. Masalah 
sesungguhnya, menurut Merton, tidak diciptakan oleh 
sudden social change (perubahan sosial yang cepat) 
tetapi oleh social structure (struktur sosial) yang 
menawarkan tujuan-tujuan yang sama untuk semua 
anggotanya tanpa member sarana yang merata untuk 
mencapainya. Menekankan pentingnya dua unsur di 
setiap masyarakat, yaitu : 
1) Cultural aspiration atau cultural goals yang diyakini 
berharga untuk diperjuangkan. 
2) Institutionalized means atau accepted ways untuk 
mencapai tujuan itu.  
Dalam masyarakat menurut pandangan Merton telah 
melembaga suatu cita-cita (goals) untuk mengejar sukses 
semaksimal mungkin yang umumnya diukur dari harta 
kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. Untuk mencapai 
sukses yang dimaksud, masyarakat sudah mentapkan 
cara-cara (means) tertentu yang diakui dan dibenarkan 
yang harus ditempuh seseorang. Meskipun demikian pada 
kenyataannya tidak semua orang mencapai cita-cita 
dimaksud melalui legitimated means (mematuhi hukum). 
Oleh karena itu terdapat individu yang berusaha mencapai 
cita-cita dimaksud melalui cara yang melanggar undang-
undang (illegitimated means) tersebut berasal dari 
masyarakat kelas bawah dan golongan minoritas. 
2. Teori-teori penyimpangan budaya (cultural deviance theories) 
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Teori penyimpangan budaya memfokuskan perhatian 
kepada kekuatan-kekuatan sosial (social forces) yang 
menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. Cultural 
deviance theories memandang kejahatan sebagai 
seperangkat nilai-nilai yang khas pada lower class. Proses 
penyesuaian diri dengan system nilai kelas bawah yang 
menentukan tingkah laku di daerah-daerah kumuh, 
menyebabkan benturan dengan hukum-hukum masyarakat. 
Tiga teori utama dari cultural deviance theories, adalah : 
a. Social disorganization 
b. Differential association 
c. Cultural conflict  
Social disorganization theory memfokuskan diri pada 
perkembangan area-area yang angka kejahatnnya tinggi 
yang berkaitan dengan disintegrasi nilai-nilai konvensional 
yang disebabkan oleh industrialisasi yang cepat, peningkatan 
imigrasi, dan urbanisasi. 
 
Differential association theory yang dicetus oleh Sutherland 
bermakna bahwa pendekatan individu mengenai seseorang dalam 
kehidupan masyarakatnya, karena pengalaman-pengalamannya 
tumbuh menjadi penjahat dan bahwa ada individu atau kelompok 
individu yang secara yakin dan sadar melakukan perbuatannya 
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yang melanggar hukum. Hal ini disebabkan karenavadanya 
golongan posesif mengungguli golongan kreatif yang untuk itu dia 
melakukan pelanggaran hukum dalam memenuhi posesifnya. 
Cultural conflict theory, menjelaskan keadaan masyarakat 
dengan cirri-ciri yaitu kurangnya ketetapan dalam pergaulan hidup, 
sering terjadi pertemuan norma-norma dari berbagai daerah yang 
satu sama lain berbeda bahkan ada yang saling bertentangan. 
Sellin memebedakan antara konflik primer dan konflik sekunder. 
Konflik primer terjadi ketika norma-norma dari dua budaya 
bertentangan (clash). Konflik sekunder muncul jika suatu budaya 
berkembang menjadi budaya yang berbeda-beda, masing-masing 
memiliki perangkat conduct norms-nya sendiri. Konflik jenis ini 
terjadi ketika satu masyarakat homogeny atau sederhana menjadi 
masyarakat yang kompleks dimana sejumlah kelompok-kelompok 
sosial berkembang secara konstan dan norma-norma seringkali 
tertinggal. 
3. Teori kontrol sosial (Control social theory) 
Pengertian teori kontrol sosial merujuk pada setiap perspektif 
yang membahas ihwal pengedalian tingkah laku manusia. 
Sementara teori konrol sosial merujuk kepada pembahasan 
delinquency dan kejahatan yang dikaitkan dengan variable-variabel 
yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidkan, 
dan kelompok dominan. Travis Hirschi telah memberikan suatu 
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gambaran yang jelas mengenai konsep social bonds (ikatan sosial). 
Hirschi sependapat dengan Durkhem  dan yakin bahwa tingkah 
laku seseorang mencerminkan berbagai ragam pandangan tentang 
kesusilaan. Hirschi berpendapat bahwa seseorang bebas untuk 
melakukan kejahatan atau penyimpangan-penyimpangan tingkah 
lakunya. Selain menggunakan teknik netralisasi untuk menjelaskan 
tingkah laku dimaksud, Hirschi menegaskan bahwa penyimpangan 
tingkah laku tersebut diakibatkan oleh tidak adanya keterkaitan 
moral dengan orangtua, sekolah, dan lembaga lainnya. Hirschi 
kemudian menjelaskan bahwa social bonds meliputi empat unsur, 
yaitu : 
a. Attachment (keterikatan) adalah keterikatan seseorang pada 
orangtua, sekolah, atau lembaga lainnya yang dapat 
mencegah atau menghambat yang bersangkutan untuk 
melakukan kejahatan. 
b. Involvement (keterlibatan) bahwa frekuensi kegiatan positif 
seperti belajar tekun, anggota pramuka, panjat tebing, dan 
lain-lain. Cenderung menyebabkan seseorang itu tidak 
terlibat dalam kejahatan. 
c. Commitment (pendirian kuat yang positif) bahwa sebagai 
suatu investasi seseorang dalam masyarakat antara lain 
dalam bentuk pendidikan, reputasi yang baik, dan kemajuan 
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dalam bidang wiraswasta tetap dijaga untuk mewujudkan 
cita-citanya. 
d. Belief (pandangan nilai moral yang tinggi) merupakan unsur 
yang mewujudkan pengakuan seseorang akan norma-norma 
yang baik dan adil dalam masyarakat. Unsur ini 
menyebabkan seseorang menghargai norma-norma dan 
aturan-aturan serta merasakan adanya kewajiban moral 
untuk menaatinya. 
Pada awal 1960-an muncullah perspektif label. Perspektif ini 
memiliki perbedaan orientasi tentang kejahatan dengan teori-teori 
lainnya. Perspektif label diartikan dari segi pemberian nama, yaitu 
bahwa sebab utama kejahatan dapat dijumpai dalam pemberian 
nama atau pemberian label oleh masyarakat untuk mengidentifikasi 
anggota-anggota tertentu pada masyarakatnya (Dirdjosisworo, 
1983:125). 
Menurut Tanenbaum (Atmasasmita, 1995:38) kejahatan tidak 
sepenuhnya merupakan hasil dari kekurangmampuan seseorang 
tetapi dalam kenyataannya, ia telah dipaksa untuk menyesuaikan 
dirinya dengan kelompoknya. 
Pendekatan lain yang menjelaskan sebab-sebab kejahatan 
adalah pendekatan sobural , yaitu akronim dari nilai-nilai sosial, 
aspek budaya, dan faktor struktur yang merupakan elemen-elemen 
yang terdapat dalam setiap masyarakat (Sahetapy, 1995:37) aspek 
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budaya dan faktor struktural merupakan dua elemen yang saling 
berpengaruh dalam masyarakat. Oleh karena itu, kedua elemen 
tersebut bersifat dinamis sesuai dengan dinamisasi dalam 
masyarakat yang bersangkutan. Ini berarti, kedua elemen tersebut 
tidak dapat dihindari dari adanya pengaruh luar seperti ilmu 
pengetahuan, teknologi dan sebagainya. Kedua eleemen yang 
saling mempengaruhi nilai-nilai sosial yang terdapat dalam 
masyarakat. Dengan demikian, maka nilai-nilai sosial pun akan 
bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan aspek budaya dan 
faktor struktural dalam masyarakat yang bersangkutan. 
2. Upaya Penanggulangan Kejahatan 
Kejahatan adalah masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat 
diseluruh negara semenjak dahulu dan pada hakikatnya merupakan 
produk dari masyarakat sendiri. Kejahatan dalam arti luas, 
menyangkut pelanggaran dari norma-norma yang dikenal 
masyarakat, seperti norma-norma agama, norma moral hukum. 
Norma hukum pada umumnya dirumuskan dalam undang-undang 
yang dipertanggungjawabkan aparat pemerintah untuk 
menegakkannya terutama kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. 
Namun, karena kejahatan langsung menggannggu keamanan dan 
ketertiban masyarakat, karena setiap orang mendambakan 
kehidupan bermasyarakat yang tenang dan damai.  
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Menyadari tingginya tingkat kejahatan, maka secara langsung 
atau tidak langsung mendorong pula perkembangan dari pemberian 
reaksi terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan pada hakikatnya 
berkaitan dengan maksud and tujuan dari usaha penanggulangan 
kejahatan tersebut. 
Penanggulangan kejahatan terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu : 
(A. S. Alam, 2010:79) 
1. Pre-Emtif 
Upaya pre-emtif adalah upaya-upaya awal yang 
dilakukan pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak 
pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan 
kejahatan secara pre-emtif adalah menanamkan nilai-
nilai/norma-norma yang baik sehingga norma tersebut 
terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada 
kesempatan untuk melakukan kejahatan/pelanggaran tapi 
tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak 
akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emtif faktor niat 
menjadi hilang meskipun ada kesempatan. 
2. Preventif 
Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak 
lanjut dari upaya pre-emtif yang masih dalam tataran 
pencegahan sebelum terjadi kejahatan. Dalam upaya 
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preventif yang ditekankan adalah menghilangkan 
kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.  
3. Represif 
Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak 
pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan 
hukum (law enforcement) dengan menjatuhkan hukuman.  
Upaya pencegahan kejahatan dapat berarti menciptakan 
suatu kondisi tertentu agar tidak terjadi kejahatan. Batasan 
tentang pencegahan kejahatan sebagai suatu usaha yang 
meliputi segala tindakan yang mempunyai tujuan yang 
khusus utnuk memperkecil ruang lingkup kekerasan dari 
suatu pelanggaran baik melalui pengurangan ataupun melalui 
usaha-usaha pemberian  pengaruh kepada orang-orang yang 
potensial dapat menjadi pelanggar serta kepada masyarakat 
umum. 
Penanggulangan kejahatan dapat diartikan secara luas 
dan sempit. Dalam pengertian yang luas, maka pemerintah 
beserta masyarakat sangat berperan. Bagi pemerintah 
adalah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui 
perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan 
untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat 
(Sudarto, 1986:114). 
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Peran pemerintah begitu luas, maka kunci dan strategis 
dalam menanggulangi kejahatan meliputi, ketimpangan 
sosial, diskriminasi nasional, standar hidup yang rendah, 
pengangguran dan kebodohan diantara golongan besar 
penduduk. Bahwa upaya penghapusan sebab dari kondisi 
menimbulkan kejahatan harus merupakan strategi 
pencegahan kejahatan yang mendasar. 
Secara sempit lembaga yang bertanggunjawab atas 
usaha pencegahan kejahatan adalah polisi. Namun karena 
terbatasnya saran dan prasaran yang dimiliki oleh polisi telah 
mengakibatkan tidak efektifnya tugas mereka. Lebih jauh 
polisi juga tidak memungkinkan mencapai tahap ideal 
pemrintah, saran dan prasaran yang berkaitan dengan usaha 
pencegahan kejahatan. Oleh karena itu, peran serta 
masyarakat dalam kegiatan pencegahan kejahatan menjadi 
hal yang sangat diharapkan. 
E. Pencurian 
Rumusan tindak pidana pencurian dalam Pasal 362 KUHP (R. 
Soesilo, 1993:249) sebagai berikut : 
Pasal 362 : “Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang 
sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain 
dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak 
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dihukum karena pencurian dengan hukuman selama-lamanya 
lima tahun atau sebanyak-banyaknya Rp.900,-“. 
(R. Soesilo, 1993:249) merumuskan unsur-unsur pencurian 
sebagai berikut : 
a. Perbuatan mengambil ; 
b. Yang diambil adalah harus sesuatu barang; 
c. Yang diambil itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan  
    orang lain: 
d. Pengambilan itu harus dilakukan dengan melawan hukum  
atau melawan hak ; 
R. Soesilo, (1993:250) mengemukakan, bahwa barang 
merupakan segala sesuatu yang berwujud temasuk pula binatang 
(manusia tidak termasuk) misalnya ; uang, baju, kalung, dan 
segalanya. Dalam pengertian barang masuk pula daya listrik dan 
gas meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialiri lewat kawat atau 
pipa. Barang ini tidak perlu harga ekonomis. Oleh karena itu 
mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-kenangan) 
tanpa izin wanita itu maka disebut pencurian meskipun dua helai 
rambut itu tidak ada harganya. 
Moch. Anwar, (1994:19) tentang barang, yaitu barang sebagai 
suatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari 
seseorang. Pengertian barang mengalami perkembangan yaitu : 
semua barang yang ditafsirkan sebagai barang-barang yang 
40 
 
berrwujud dan dapat dipindahkan barang bergerak, tetapi kemudian 
ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang. 
Berdasarkan pada Pasal 162 Naskah Rancangan KUHP 
(1991/1992:51) memberikan pengertian barang sebagai berikut : 
barang termasuk selain barang berwujud juga aliran listrik, gas, air, 
uang, jiral, data, dan program komputer dan jasa serta jasa telepon, 
jasa telekomunikasi dan jasa komputer. 
1. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang 
lain walaupun hanya sebagian. Jadi sebagian dari kepunyaan 
orang lain dapat menjadi obyek pencuri walaupun sebagainya 
lagi adalah kepunyaan pelaku. 
 Barang yang menjadi kepunyaan pelaku tidak dapat 
menjadi obyek pencurian, contohnya : bila seseorang 
mengambil uang disebuah laci, padahal tanpa pelaku 
ketahui uang tersebut adalah milik pelaku sendiri. 
 Barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi 
obyek pencurian (Res Natulis), misalnya : air yang 
mengalir disungai, udara yang bertiup dan 
sebagiannya. Demikian pula barang yang telah 
dibuang pemiliknya (Res Derelictae) juga tidak dapat 
menjadi obyek pencurian, misalnya : sandal yang 
dibuang ditempat sampah. 
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2. Pengambilan barang itu harus dilakukan dengan maksud 
untuk memiliki barang itu sendiri dengna melawan hukum 
atau melawan hak. 
Untuk dapat dapat dituntu sebagai delik pencurian adalah 
pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud 
untuk memiliki barang itu secara melawan hukum. 
Sehubungan hal tersebut diatas (Moch. Anwar, 1994:19) 
mengemukakan sebagai berikut : memiliki bagi diri sendiri 
adalah setiap perbuatan penguasaan diatas barang tersebut, 
melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, 
sedangkan ia bukan pemiliknya, maksudnya memiliki barang 
bagi diri sendiri dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu : 
menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, 
menggandakan, menukarkan, mengubahnya dan sempat 
dipergunakan, misalnya tertangkap lebih dahulu karena 
kejahatan pencurian telah terlaksana dengan selesainya 
perbuatan mengambil barang. 
Unsur melawan hukum dalam delik pencurian dinyatakan 
dengan tegas, dnegan demikian tidak dapat dibuktikan unsur 
tersebut akan menyebabkan hakim memutus bebas. 
Moch. Anwar, (1994:17) mengemukakan bahwa 
perbuatan mengambil berarti perbuatan  yang mengakibatkan 
barang dibawah kekuasaannya yang melakukan atau yang 
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mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. 
Tetapi hal ini tidak selalu demikian hingga tidak perlu disertai 
akibat dilepaskan dari kekuasaan pemilik. 
(R. Soesilo, 1993:250) berpendapat, bahwa mengambil 
merupakan perbuatan mengambil untuk dikuasainya, 
maksudnya waktu pencuri mengambil barang tersebut belum 
ada kekuasaannya, apabila waktu memiliki barangnya sudah 
ada ditangannya, maka perbuatan itu bukan pencurian tapi 
penggelapan (Pasal 372 KUHP). Pengambilan (Pencurian) itu 
sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah 
pindah tempat, bila orang itu baru memegang saja barang itu 
dan belum pindah tempat, maka orang itu belum dapat 
dikatakan mencuri akan tetapi mencoba mencuri.  
F. Transaksi Elektronik 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik 
1. Pengertian Informasi Elektronik 
Berpedoman pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi 
Elektronik diesbutkan :  
“Informasi Elektronik adalah suatu atau sekumpulan data 
elektronik, termasuk  tetapi tidak terbatas pada tulisan, 
suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data 
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interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), 
telegram, teleks, kode akses, symbol, atau perforasi yang 
telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh 
orang yang mampu memahaminya”. 
2. Pengertian Transaksi Elektronik 
Pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik 
disebutkan : 
“Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang 
dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan 
Komputer, dan/atau media elektronik lainnya” 
Sesuai definisi diatas transaksi elektronik merupakan 
perbuatan hukum yang dilakukan melalui media elektronik. 
Perbuatan hukum disini meliputi banyak aktifitas baik dalam 
ekonomi ataupun lainya.  
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Untuk memperloeh data dan informasi yang diperlukan 
berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan penulisan ini, 
maka penulis melakukan penelitian dengan memilih lokasi 
penelitian di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. 
Pengumpulan data dan informasi akan dilaksanakan ditempat yang 
dianggap mempunyai data yang sesuai dengan objek yang akan 
diteliti seperti, dikantor kepolisian sektor Makassar. 
B. Jenis dan Sumber Data 
Data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat dikelompokkan 
dalam dua jenis, yaitu : 
1. Data Primer  
Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil 
wawancara secara langsung dalam pihak terkait untuk memberikan 
keterangan-keterangan yang dibutuhkan dengan judul penulis. 
2. Data Sekunder 
Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari literature, 
dokumen-dokumen serta peraturan perundang-undangan lainnya 
yang relevan dengan materi penulisan. Data jenis ini diperoleh 
melalui perpustakaan atau dokumentasi pada instansi terkait. 
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3. Sumber Data  
a. Sumber data Primer 
Sejumlah data atau fakta yang diperoleh secara langsung 
melalui suatu penelitian lapangan dengan wawancara tersusun 
atau spontan kepada hakim di Pengadilan Agama Makassar. 
b. Sumber data Sekunder 
Sejumlah data yang bersifat menjelaskan bahan hukum primer 
berupa pendapat para ahli sarjana serta literatur-literatur yang 
relevan dengan objek penelitian. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik 
pengumpulan data, yaitu: 
1. Penelitian Lapangan (Field Reseach). 
Wawancara (interview) sehubungan dengan kelengkapan 
data yang akan dikumpulkan maka penulis melakukan 
wawancara dengan pihak-pihak yang dapat memberikan 
informasi yang berkaitan dengan judul yang ditulis. 
2. Penelitian Pustaka (Library Research). 
Penelitian pustaka dilaksanakan untuk mengumpulkan 
sejumlah data meliputi bahan pustaka yang bersumber 
dari buku-buku, terhadap dokumen perkara serta 
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peraturan-peraturan yang berhubungan dengan 
penelitian ini.  
D. Analisis Data 
Data yang yang diperoleh atau data yang berhasil dikumpulkan 
selama proses penelitian dalam bentuk data primer maupun data 
sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif 
yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan 
permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh 
penulis. Sehingga hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan mampu 
meberikan gambaran secara jelas. 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Peranan Korban Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Kartu ATM 
Peranan korban dalam kejahatan penyalahgunaan kartu ATM 
berhubungan dengan apa saja yang dilakukannya. Wujud peranan korban 
itu dapat berupa tindakan yang disengaja atau tidak disengaja 
mengundang pihak pelaku untuk melakukan suatu kejahatan. Tindakan 
mengundang tersebut diartikan bahwa sikap atau perilaku serta situasi 
dan kondisi pihak korbanlah yang disinyalir pendukung utama timbulnya 
kejahatan penyalahgunaan kartu ATM. Sikap dan perilaku korban dapat 
berupa kecerobohan. Sedangkan situasi dan kondisi korban yang 
dimaksudkan disini seperti kelemahan fisik dan mental pihak korban yang 
dapat dimanfaatkan secara negatif oleh pihak pelaku kejahatan karena 
ketidakberdayaan itu. Situasi dan kondisi sosial seperti tingkat pendidikan 
dan lingkungan sosial juga sangat menentukan kemungkinan seseorang 
dalam menjadi korban kejahatan penyalahgunaan kartu ATM. 
Dalam menentukan peranan korban dalam kejahatan 
penyalahgunaan  kartu ATM diperlukan sebuah tindakan terkait dengan 
konsentrasi bersama antara pemerintah, kepolisian, pihak perbankan dan 
juga masyarakat dalam memahami dan menganalisis sejauh mana 
peranan korban itu, dan bagaimana bentuk peranan korban itu sendiri. 
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Bagi kepolisian hal ini akan sangat membantu memberikan alur informasi 
yang objektif demi mencapai kebenaran materiil. 
Namun sebelum membahas lebih jauh mengenai peranan korban, 
penulis ingin menggambarkan data kejahatan penyalahgunaan kartu ATM 
di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Makassar. Data tersebut 
diperoleh dari penelitian penulis di Kepolisian Resort Kota Makassar, 
yakni sebagai berikut: 
Tabel 1 
Data Kejahatan Penyalahgunaan kartu ATM di Wilayah Hukum 
Kepolisian Resort Kota Besar Makassar, tahun 2011 sampai tahun 2013. 
 
No Tahun Jumlah Kasus Jumlah Kerugian 
1. 2011 6 Rp 100.100.000. 
2. 2012 3 Rp 53.800.000 
3. 2013 5 Rp 74.200.000. 
Total 14 Rp 228.100.000 
Sumber: Kepolisian Resort Kota Besar Makassar 2014 
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui jumlah kasus kejahatan 
penyalahgunaan kartu ATM yang ditangani oleh pihak Kepolisian Resort 
Kota Besar Makassar pada tahun 2011 adalah 6 kasus dengan jumlah 
kerugian sebesar Rp 100.100.000., pada tahun 2012 sebanyak 3 kasus 
dengan jumlah kerugian sebesar Rp 53.800.000., dan pada tahun 2013 
sebanyak 5 kasus dengan jumlah kerugian sebanyak Rp 74.200.000. 
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Berdasarkan dari data yang penulis berhasil peroleh dari pihak 
Kepolisian Resort Kota Besar Makassar bahwa ada laporan korban yang 
bertanggal 05 Maret 2014 berkaitan dengan permasalahan Kejahatan 
pada pengguna kartu ATM, sebagai berikut. 
Muhammad Basir Tabah (63 tahun) pensiunan tenaga pendidik yang 
beralamat di Aspol Tallo Lama Blok C.20 Kota Makassar. Pemilik ATM 
Bank BNI (No.Kartu 5264222480654177).   
Bapak Muhammad Basir Tabah melaporkan bahwa bahwa saldonya yang 
berjumlah sekitar lebih dari 23 juta Rupiah telah terkuras habis dan 
kejadian ini baru ia sadari ketika pada tanggal 04 Maret 2014. Pada hari 
itu juga Bapak Basir Tabah melakukan pengecekan ke pihak Bank BNI di 
JL. Jendral Sudirman dan ia memperoleh data print-out rekening tabungan 
BNI Plus No.0158399399, saldonya sisa Rp 136.228. Padahal jumlah 
saldo terakhir milik Muhammad Basir Tabah lebih dari 23 juta Rupiah. 
Dengan sisa jumlah saldo sebesar itu dia mengaku tidak pernah lagi 
melakukan penarikan melalui penggunaan kartu ATM maupun penarikan 
secara manual di Bank BNI.  
Dari hasil print-out Bank BNI tersebut, diketahui bahwa pada tanggal 03 
Juni 2014  terjadi penarikan tunai, penarikan uang dari rekening 
Muhammad Basir Tabah sebanyak 4 kali melalui ATM Karebosi Link (Mall 
MTC) SSIMKS Makassar. Masing-masing, pertama, penarikan tunai 
bernilai Rp 1.000.000. Kemudian terjadi tiga kali penarikan tunai dengan 
nilai masing-masing Rp 1.250.000 atau total penarikan tunai sebanyak Rp 
4.750.000. 
Selanjutnya hari itu juga terjadi transfer atau pemindahan uang dari 
rekening Muhammad Basir Tabah sebanyak 5 kali melalui ATM Karebosi 
Link (Mall MTC) SSIMKS Makassar. Masing-masing, transfer atau 
pemindahan pertama sebanyak Rp 100.000 ke nomor rekening 
1510005847501. Disusul transfer pemindahan ke nomor rekening yang 
sama sebesar Rp 9.000.000, dan sebesar Rp 900.000. Berikutnya terjadi 
lagi dua kali transfer atau pemindahan ke alamat  nomor rekening 
247561782 atas nama Bapak Irvan senilai Rp 8.000.000 dan Rp 500.000.  
Sehingga total penarikan tunai dan transfer atau pemindahan uang 
melalui ATM dari rekening Muhammad Basir Tabah hari itu sebanyak total 
Rp 23.250.000. Padahal hari itu Muhammad Basir sendiri tidak pernah 
melakukan penarikan tunai atau melakukan transfer.  
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Berdasarkan olah data yang berhasil penulis peroleh di lokasi 
penelitian lainnya yakni di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk KC 
Makassar. Dari data hasil kuisioner yang penulis terima dari narasumber 
Bapak Agus Nur Arifin yang menjabat selaku GBA Head di PT. Bank Bank 
Tabungan Negara (Persero) Tbk KC Makassar. Menurut beliau kejahatan 
yang mungkin terjadi terhadap korban pengguna kartu ATM dimungkinkan 
apabila kartu ATM korban jatuh ke tangan orang lain yang tidak 
bertanggungjawab dan orang tersebut mengetahui nomor PIN korbannya 
dan di salah gunakan. Bisa jadi, saldo yang ada di rekening korban 
berkurang karena diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab 
tersebut. Kejahatan penyalahgunaan kartu ATM dapat terjadi akibat 
kesalahan atau kelalaian dari nasabah itu sendiri, dikarenakan seperti 
masalah kerahasiaan nomor PIN yang seharusnya diketahui oleh dirinya 
saja, tetapi malah bisa juga diketahui oleh orang lain karena nasabah 
tersebut tidak menjaga kerahasiaan PIN miliknya dengan baik. Sampai 
saat ini belum pernah lagi terjadi kejahatan terhadap ATM seperti skimmer 
khususnya pada ATM milik PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, 
dikarenakan petugas yang menangani ATM tersebut rutin melakukan 
maintenance dan pengecekan seperti benda-benda aneh yang ada pada 
ATM yang ditanganinya. Nasabah bank sebenarnya dapat terhindar dari 
upaya tindak kejahatan penyalahgunaan kartu ATM  dengan melakukan 
beberapa tindakan seperti menyimpan kartu ATM miliknya ditempat yang 
seharusnya dan menjaga kerahasiaan nomor PIN dari kartu ATM tersebut, 
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ataupun mengganti kombinasi nomor PIN secara rutin paling tidak sebulan 
sekali. Dan nasabah juga harus mengetahui nomor kontak Call Center 
Bank yang bersangkutan. Agar bisa segera melakukan pelaporan ataupun 
pelayanan secepatnya jika terjadi sesuatu seperti kehilangan kartu ATM. 
PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk KC Makassar melakukan 
upaya pencegahan bagi nasabahnya agar terlindung dari tindak kejahatan 
penyalahgunaan kartu ATM dengan cara sangat menjaga kerahasiaan 
semua nasabahnya dan tidak menginformasikan ataupun 
memberitahukan data-data nasabah tersebut kepada orang lain, dan 
selalu berupaya memberikan pelayanan terbaik pada nasabah karena itu 
sudah merupakan bagian dari pelayanan PT. Bank Tabungan Negara 
(Persero) Tbk KC Makassar. 
Peran korban dalam terjadinya kejahatan penyalahgunaan kartu 
ATM menjadi salah satu faktor yang penting dalam terjadinya kejahatan 
penyalahgunaan kartu ATM. Peran korban disini diartikan sebagai korban 
yang memberikan peluang atau kesempatan agar pelaku dapat 
melaksanakan niatnya untuk melakukan kejahatan terhadapnya. 
Peran korban disini dapat berupa sifat korban yang gemar 
memamerkan harta kekayaannya, sering menunjukkan bahwa korban 
menggunakan kartu ATM, padahal orang disekitarnya yang mengetahui 
hal tersebut mungkin saja orang yang tidak dapat dipercaya. Dengan 
informasi yang diceritakan oleh korban, maka dengan mudah pelaku 
dapat menyalahgunakan kartu  ATM milik si korban. 
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Selain itu, korban juga turut serta “memberikan kesempatan” 
kepada pelaku untuk melakukan kejahatan penyalahgunaan kartu ATM. 
Contoh dari korban yang memberikan kesempatan pada pelaku adalah 
seperti menuliskan kode PIN kartu  ATM miliknya didalam dompet dan 
lupa mengambil kartu ATM miliknya dari mesin  ATM seusai melakukan 
transaksi. Sehingga disini peranan korban sangat erat hubungannya 
dengan terjadinya tindak kejahatan penyalahgunaan kartu ATM. 
Pihak korban dapat berperan dan ikut bertanggungjawab dalam 
keadaan sadar atau tidak sadar, secara langsung maupun tidak langsung, 
aktif atau pasif. Semuanya bergantung pada saat kejahatan tersebut 
berlangsung. PIhak korban sebagai partisipan utama atau pihak yang 
paling menentukan dalam terjadinya tindak kejahatan penyalahgunaan 
kartu ATM bergantung pada situasi kondisi dimana korban itu berada. 
Pihak korban dalam situasi dan kondisi tertentu dapat pula 
mengundang pihak pelaku untuk melakukan kejahatan pada dirinya akibat 
sikap dan tindakannya. Dalam hal ini antara pihak korban dan pelaku tidak 
ada hubungan sebelumnya. Misalny, pihak korban bersikap dan bertindak 
lalai terhadap harta miliknya (meletakkan atau membawa barang 
berharga, tanpa adanya pengamanan) sehingga memberikan kesempatan 
pada orang lain untuk mengambilnya tanpa izin. Dapat pula karrena 
korban berada di daerah rawan, yang menjadikan dirinya renta menjadi 
sasaran perbuatan jahat. 
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Peranan korban yang lain adalah ia bersikap dan bertindak lalai 
terhadap ATM miliknya dan karena nasabah tersebut tidak menjaga 
kerahasiaan PIN miliknya. 
Tidak jarang ditemukan seseorang yang mengalami penderitaan 
(fisik, mental, materii) akibat suatu kejahatan yang menimpa dirinya, tidak 
mempergunakan hak-hak yang seharusnya dia terima karena berbagai 
alasan, misalnya korban menolak untuk mengajukan ganti kerugian 
karena dikhawatirkan prosesnya akan menjadi semakin panjang dan 
berlarut-larut yang dapat berakibat pada timbulnya penderitaan yang 
berkepanjangan. 
Sekalipun demikian, tidak sedikit korban atau keluarganya 
mempergunakan hak-hak yang telah disediakan. Ada beberapa hak 
umum yang disediakan bagi korban atau keluarga korban kejahatan, 
meliputi : (Pasal 10 UU Nomor 23 Tahun 2004) 
a. Hak untuk memperoleh ganti kerugian atas penderitaan 
yang dialaminya. Pemberian ganti kerugian ini dapat 
diberikan oleh pelaku atau pihak lainnya, seperti Negara 
atau lembaga khusus yang dibentuk untuk menangani 
masalah ganti kerugian korban kejahatan hak untuk 
memperoleh pembinaan dan rehabilitasi 
b. Hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman pelaku 
c. Hak untuk memperoleh bantuan hukum 
d. Hak untuk memperoleh kembali hak (harta) miliknya 
54 
 
e. Hak untuk memperoleh akses atas pelayanan medis 
f. Hak untuk diberitahu bila pelaku kejahatan akan dikeluarkan 
dari tahanan sementara, atau bila pelaku buron dari tahanan 
g. Hak untuk memperoleh informasi tentang penyidikan polisi 
berkaitan dengan kejahatan yang menimpa korban. 
h. Hak atas kebebasan pribadi/kerahasiaan pribadi, seperti 
merahasiakan nomor telepon atau identitas korban lainnya. 
Sekalipun hak-hak korban telah tersedia secara memadai, mulai 
dari hak atas bantuan keuangan (finacial) hingga hak atas pelayanan 
medis dan bantuan hukum, tidak berarti kewajiban dari korban kejahatan 
diabaikan eksistensinya karena melalui peran korban dan keluargnay 
diharapkan penanggulangan kejahatan dapat dicapai secara signifikan. 
Untuk itu ada beberapa kewajiban umum dari korban kejahatan, 
yaitu : 
1. Kewajiban untuk tidak melakukan upaya main hakim 
sendiri/balas dendam terhadap pelaku (tindakan pembalasan) 
2. Kewajiban untuk mengupayakan pencegahan dari kemungkinan 
terulangnya tindak pidana 
3. Kewajiban untuk memberikan informasi yang memadai 
mengenai terjadinya kejahatan kepada pihak yang berwenang 
4. Kewajiban untuk tidak mengajukan tuntutan yang terlalu 
berlebihan kepada pelaku 
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5. Kewajiban untuk menjadi saksi atas suatu kejahatan yang 
menimpa dirinya, sepanjang tidak membahayakan bagi keluarga 
dan keluarganya 
6. Kewajiban untuk membantu berbagai pihak yang 
berkepentingan dalam upaya penanggulangan kejahatan. 
B. Upaya – upaya Yang Dilakukan Oleh Pihak Kepolisian Dalam 
Menanggulangi Adanya Korban Kejahatan Penyalahgunaan 
Kartu ATM 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Ka. Unit Intelkam 
kantor Kepolisian Resort Kota Besar Makassar ( IPTU. Satya Adi 
Nugraha, S.Farm., Apt. ) tanggal 19 Februari 2014, di jelaskan 
bahwa upaya penanggulangan terhadap korban kejahatan 
penyalahgunaan kartu  di wilayah Kepolisian Resort Kota Makassar 
ada tiga bagian, yaitu :  
1. Upaya Pre-Emtif 
Upaya Pre-Emtif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh 
pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan 
penyalahgunaan kartu ATM d 
Sehingga secara tidak langsung dapat mencegah terjadinya 
korban kejahatan penyalahgunaan kartu ATM. 
Upaya Pre-Emtif adalah upaya ditujukan untuk mentralisir dan 
menghilangkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 
timbulnya kejahatan penyalahgunaan kartu ATM. Upaya ini 
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dapat berupa penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan di 
masyarakat sekitar tentang akibat yang di timbulkan oleh 
kejahatan tesebut, dan bagaimana menghindari ataupun 
mencegah terjadinya korban. 
Dari pernyataan diatas, dapat juga di simpulkan bahwa aparat 
penegak hukum juga tidak henti-hentinya melakukan tindakan 
pencegahan terjadinya kejahatan, termasuk kejahatan 
penyalahgunaan kartu ATM, baik dengan mengadakan 
penyuluhan hukum terhadap masyarakat ( yang dilakukan oleh 
POLRI ), maupun yang berupa “peringatan-peringatan“ melalui 
media elektronik seperti radio dan televisi. Dengan demikian, 
pihak aparat penegak hukum pun telah melakukan tindakan-
tindakan preventatif. Maka dari itu pihak penegak hukum juga 
menjadi faktor penentu dalam terjadinya tindak kejahatan 
penyalahgunaan kartu ATM, bila penegak hukum telah 
melakukan tugasnya dengan baik maka angka kejahatan, 
khususnya kejahatan penyalahgunaan kartu ATM dapat di tekan 
ke angka yang paling rendah. 
 
 
2. Upaya Preventif 
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Upaya preventif adalah yang ditujukan untuk menghilangkan 
kesempatan terjadinya kejahatan penyalahgunaan kartu ATM. 
Upaya preventif yang bertujuan untuk menciptakan suatu 
lingkungan yang kondusif untuk mengurangi dan selanjutnya 
menekan jumlah korban kejahatan. 
Menurut ( IPTU. Satya Adi Nugraha, S. Farm., Apt. ) 
Ka. Unit Intelkam Polrestabes Makassar menjelaskan : 
 Lingkungan tempat tinggal juga menjadi salah satu faktor 
penting dari terjadinya suatu tindak kejahatan. Hal ini dapat 
dilihat dari penelitian selama ini, bahwa lingkungan juga menjadi 
salah satu faktor kriminigen (penyebab kejahatan). Dari kasus-
kasus pencurian yang terjadi di daerah Makassar, sering 
didapati bahwa pelaku kejahatan berasal dari lingkungan tempat 
tinggal yang tidak sehat. Maksudnya adalah lingkungan tempat 
tinggal pelaku sering merupakan pemukiman yang kumuh, 
dimana pemukiman tersebut dihuni oleh orang-orang yang 
sering melakukan tindakan melanggar hukum, seperti mabuk-
mabukan, perkelahian dan lain-lain. Sedangkan lingkungan 
tempat tinggal korban pun sama-sama mempunyai andil yang 
besar. Karena sering kali kelengahan keamanan dari lingkungan 
tempat tinggal yang dijadikan celah oleh pelaku untuk 
melancarkan aksinya. Maka keamanan lingkungan yang harus 
lebih diperhatikan oleh masyarakat luas pada saat ini. 
 
3. Upaya Represif 
Upaya represif ini merupakan upaya penanggulangan kejahatan 
penyalahgunaan kartu ATM yang telah terjadi, sudah atau telah 
terdapat korban dalam kejahatan ini. 
Dengan menerapkan sanksi hukum kepada pelaku, maka 
secara langsung hal itu merupakan suatu bentuk perhatian 
(perlindungan) secara hukum kepada korban kejahatan. 
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Perlindungan hukum kepada korban kejahatan ini bukan hanya 
terbatas kepada dihukumnya pelaku, namun juga kepada 
pelaku akibat-akibat yang menimpanya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
BAB V 
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KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap dua 
masalah pokok diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut 
Peranan korban terhadap kejahatan penyalahgunaan kartu ATM di 
wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Besar Makassar. Peranan 
korban disini dapat berupa sifat korban yang bersikap  menunjukkan 
bahwa korban menggunakan kartu ATM dan bertindak lalai terhadap 
ATM miliknya dan juga karena korban tidak menjaga kerahasiaan PIN 
miliknya. 
Upaya – upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam 
menanggulangi kejahatan penyalahgunaan kartu ATM di wilayah 
Hukum Kepolisian Resort Kota Besar Makassar 
a. Upaya Pre-Emtif, berupa penyuluhan-penyuluhan yang 
dilakukan di masyarakat sekitar tentang dampak dari kejahatan 
penyalahgunaan kartu ATM. 
b. Upaya Preventif, berupa tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang 
bertujuan mengurangi dan menekan jumlah korban kejahatan 
penyalahgunaan kartu ATM. 
c. Upaya Represif, upaya yang dilakukan berupa penerapan 
sanksi kepada pelaku kejahatan penyalahgunaan kartu ATM 
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sehingga secaraa tidak langsung merupakan bentuk perhatian 
(perlindungan) kepada korban. 
B. Saran 
1. Untuk menekan angka kriminalitas yang terjadi dimasyarakat 
khususnya kejahatan penyalahgunaan kartu ATM, bukan hanya 
tugas dari pihak kepolisian saja. Tetapi banyak pihak yang 
dapat turut berpartisipasi dalam pencegahan kejahatan 
penyalahgunaan kartu ATM. Seperti liingkungan masyarakat 
dan keluarga, masyaraka bertugas sebagai pihak yang harus 
menjaga keamanan tempat tinggal korban. Karena sebagai 
masyarakat yang saling tinggal dilingkungan yang sama, setiap 
anggota masyarakat harus saling menjga karena pihak polisi 
tidak mungkin dapat menjaga seluruh daerah. Keluarga juga 
dapat mencegah seseorang menjadi kejahatan penyalahgunaan 
kartu ATM dengan memberikan bekal pendidikan dan agama 
yang harus diberikan sejak dini, sehingga dapat membentuk 
seseorang yang berkelakuan baik. 
Berkaitan dengan korban kejahatan, perlu dibentuk suatu 
lembaga yang khusus menanganinya. Namun, pertama-tama 
perlu disampaikan terlebih dahulu suatu informasi yang 
memadai mengenai hak-hak apa saja yang dimiliki oleh korban 
dan keluarganya, apabila dikemudian hari mengalami kerugian 
61 
 
atau penderitaan sebagai akibat dari kejahatan yang menimpa 
dirinya. 
2. Agar aparat penegak hukum tidak henti-hentinya melakukan 
tindakan pencegahan terjadinya kejahatan, termasuk kejahatan 
penyalahgunaan kartu ATM, baik dengan mengadakan patrol-
patroli, penyuluhan hukum terhadap masyarakat ( yang 
dilakukan oleh POLRI ), maupun yang berupa “peringatan-
peringatan” melalui media elektronik seperti radio dan televisi. 
Dengan demikian, pihak aparat pun telah melakukan tindakan-
tindakan preventative. Maka dari itu pihak penegak hukum juga 
menjadi faktor penentu dalam terjadinya kejahatan 
penyalahgunaan kartu ATM, bila penegak hukum telah 
melakukan tugasnya dengan baik maka angka kejahatan, 
khususnya kejahatan penyalahgunaan kartu ATM dapat ditekan 
ke angka yang paling rendah. 
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